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ABSTRAK 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai suatu tindakan sepihak 

dari pengusaha untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pekerjanya karena 

alasan tertentu. Pelaksanaan PHK yang dilakukan oleh perusahaan harus 

sesuai dengan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan yang menyatakan 

bahwa PHK dilakukan dalam beberapa proses yaitu non litigasi dan litigasi. 

Akan tetapi pada kenyataanya sering terjadi PHK sepihak tanpa adanya 

alasan yang jelas, dan tidak berdasar kepada peraturan dan perundang-

undangan seperti pada kasus dalam Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-

PHI/2020/PN.Smg. Kasus ini bermula pada tahun 2020, yang mana PT. 

Indosat Tbk melakukan PHK terhadap 677 karyawan dengan 57 karyawan 

lainnya yang juga terancam dilakukan hal yang sama. Alasan yang beredar 

terkait PHK yang dilakukan PT. Indosat Tbk antara lain terjadinya kerugian 

perusahaan dan ingin melakukan reorganisasi agar perusahaan dapat 

menjadi organisasi yang efektif dan efisien serta dapat bertahan dan 

bertumbuh di tengah kondisi sulit (Pandemi Covid-19). Tragisnya, PHK 

dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tanpa melakukan pemberitahuan 

dan diskusi dengan para pekerja.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan tentang 

perlindungan hukum terhadap Pekerja yang di PHK sepihak karena alasan 

efisiensi oleh Perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

terkait. Selain itu, untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan hukum 

PHK sepihak terhadap para pekerja PT. Indosat Tbk. Penelitian hukum ini 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data sekunder. Metode pengumpulan data 

menggunakan metode studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif 

serta menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PHK telah diatur secara 

eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Kasus PT 

Indosat Tbk menjadi salah satu kasus PHK secara sepihak, walaupun alasan 

terkait rencana PHKnya telah sesuai. Bagi para pekerja yang di PHK secara 

sepihak wajib memperoleh perlindungan hukum yang diatur dalam UU 

Cipta Kerja sebagai komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas di 

bidang ekonomi. Akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Negeri 

Semarang Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg yaitu pengusaha wajib 

membayar kompensasi. Perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak 

juga perlu mendapatkan sanksi yang sesuai akibat melanggar undang-

undang dan tidak terpenuhinya hak – hak warga negara yang dijamin 

konstitusi 

Kata Kunci: Pemutusan hubungan kerja, Akibat Hukum, Perlindungan 

Hukum. 
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ABSTRACT 

 
Termination of Employment (PHK), or layoffs, is a unilateral 

action by an employer to end the employment relations with its employees 

due to certain reasons. Layoffs must be carried out in accordance with the 

Job Creation Law and the Employment Law stating that layoffs are done in 

two processes, namely non-litigation and litigation. However, unilateral 

layoffs frequently occur without any clear reasons and do not refer to 

regulations and legislation, as in the case of Decision Number 60/Pdt.Sus-

PHI/2020/PN.Smg. In 2020, PT. Indosat Tbk laid off 677 employees and 

another 57 employees were about to be laid off. The company took this 

action as a response to company losses. The purpose of the layoffs was to 

make the company to be more effective, more efficient, and later on able to 

survive and grow amidst the Covid-19 pandemic. Unfortunately, the 

layoffs were carried out unilaterally without notification and discussion 

with the employees. 

This study aims to find out the regulations regarding legal 

protection for employees who are unilaterally laid off for efficiency 

reasons based on related laws and regulations. This study also aims to 

investigate the legal consequences and protection of unilateral layoffs for 

employees at PT. Indosat Tbk. This is a normative juridical study with a 

statutory and a conceptual approach. The data were secondary data 

sources. The data were collected through library study and analyzed using 

qualitative data analysis techniques. Then, conclusion drawing was carried 

out through deductive techniques. 

The results of this study indicate that layoffs are clearly regulated 

in Law Number 11 of 2020 about Job Creation and Law No. 13 of 2003 

about Employment. In the PT Indosat Tbk case, the company conducted 

unilateral layoffs even though the reasons for layoffs were acceptable. 

Employees who are unilaterally laid off are required to obtain legal 

protection as regulated in the Job Creation Law in line with the President's 

commitment to improving quality in the economic sector. The legal 

consequences of the decision of the Semarang District Court Number 

60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg are that entrepreneurs are obliged to pay 

compensation. Companies carrying out unilateral layoffs must be imposed 

with sanctions for violating the law and not fulfilling the rights of citizens 

guaranteed by the Constitution. 
 

Keywords: Termination of employment, legal consequences, legal 

protection. 
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